
Pendahuluan 

 Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, 

memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan 

eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu 

memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya 

untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak 

mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan 

memberikan pertanggungan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa 

diskriminasi1. 

 Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, mendapatkan hak-haknya 

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan terlibat secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan,dan  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Perlindungan anak diberikan kepada seluruh anak tanpa melihat apakah anak tersebut sebagai 

pelaku, saksi, ataupun korban2. Perlindungan anak mengushakan agar setiap hak anak tidak 

dirugikan Perlindungan anak bersifat mencukupi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak akan 

menerima apa yang mereka perlukan agar mereka tumbuh dan berkembang. 

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan 

umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan 

narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi 

warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan 

keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai3. 

 Sebagai sebuah lembaga pembinaan sekaligus institusi penegak hukum, Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) menjadi bagian Integrated Criminal Justice System. Selain peranannya 

sebagai penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam 

pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang mandiri, bertanggungjawab, berkualitas dan 

bermartabat4. 

 Sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak menentukan anak yang berhadapan 

dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, 

dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya 

disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak 

pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi 

yang diakibatkan oleh tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana yang kemudian 
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disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat 

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaimnya sendiri5. 

 Perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk membuat kondisi agar 

setiap anak dapat melakukan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pembinaan anak 

secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan bentuk adanya 

keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan dan pembinaan anak 

diupayakan dalam beraneka bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.  

 Perlindungan    terhadap    anak    yang berhadapan  dengan  hukum  tidak  hanya  dapat  

diselesaikan  dengan cara  proses peradilan  akan  tetapi  juga  dapat  diselesaikan  di  luar  

proses  peradilan pidana  atau  yang  dikenal  dengan  diversi  yang  mana  penyelesaiannya 

melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban, dan  pihak  lain  yang terkait   untuk   

bersama-sama   mencari   penyelesaian   yang   adil   dengan mengutamakan   pemulihan   

kembali   pada   situasi   semula,   dan   bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan 

keadilan restorative justice. (Pasal 1 ayat (6) Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  

Sistem Peradilan  Anak).  Dalam undang-undang  sistem  peradilan  anak  tersebut menegaskan   

adanya   kewajiban   bagi   aparat   penegak   hukum   untuk mengusahakan  diversi  terlebih  

dahulu  dengan  mengutamakan  keadilan restoratif  khusus  untuk  anak  yang  ancaman  

pidananya  di  bawah  7  (tujuh) tahun  dalam  menyelesaikan  perkara  anak.  Penyelesaian di 

luar proses peradilan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang   

berhadapan dengan hukum dan dengan memprioritaskan kepentingan yang terbaik bagi anak. 

 Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori 

perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, pertama yaitu Status 

Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak 

dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah, 

kedua Juvenile Deliquence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang 

dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum6 

 Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPKA merupakan 

tempat Anak menjalani masa pidananya. LPKA sendiri merupakan Unit Pelaksana 

Teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada 

Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Sejak munculnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Pengadilan Anak, setiap Lapas Anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem 

menjadi LPKA. Hal ini karena Lapas Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan 

kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak7. 
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